PERATURAN DAFRAH KABUPATEN TANJUNG [ABUNG TIMUR
NOMOR : 17 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PEMOTONGAN TERNAK DILUAR RUMAH POTONG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang  : a. bahwa  dalam rangka mengali potensi Sumber
Pendapatan Daerah maka pelaksanaan pemotongan
ternak mesupakan salah salu sumber untuk menambah
pemasukan keuangan Daerah ;

b bahwa kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanjung
Jabung Timur akan protein hewani vang sehat makin
meningkat;
& bahwa untuk maksud sebagaimans tersebul pada hurut
“ dan “b”  perlu ditelaplan dengan Peraturan
aerah ka‘mp.:lch.u\Jung}ahuf\eTn war

1. Undangundang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
Katentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan
Hewan (Lembaran Dacrah Tahun 1976 Nemer 10

2. Undang-undang Nemor 18 Tahun 1957 tentang Pajak
Daerah dan Retribust Dacrah (Lembaran Daerah Tahun
1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambhahan Lembaran
Negara Nomor 4048);

3 Undangundang Nomor 23 Tehun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Dearah Tahun 1999
Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 333

L Undang - undang Nomor 25 Tahun 199 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3948



Menetapkan

5.

Undang ~ undang Nomor 54 Tahun 199 tentang
Pemnbentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tabo,
Kabupaten Muaro fambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3903
Peraturan Pemerintsh Nomer 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Nagara Nemor 3691);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 197 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomer
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692

Keputusan Presiden  Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Tekhnik Peny Peraturan P grundangan
dan Beatuk Rancangan Undang-undang, Rancang

Peraturan P h

) e,
Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KA

BUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI
FEMOTONGAN TERNAK DILUAR RUMAH POTONG

BAEBI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peratuiran Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

g o#

an

Pomerintah Daer:

-ah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timus;

Bupats jalah Bupati Tanpung Jabung Timur;
Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timun;

Kepala Dinas ad.
Tinutr;

alah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung



Retribusi Pemotongan Temak Diluar Rumah Poteng selanjutnya disebut
Retribusi adalah Pungutan yang dilakukan terhadap pemilik ternak yang
di poteng untuk diperdagangkan di dalam Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timus;
& Wagb Retnbust adalsh orang pribadi atau badan menurut _Peraturan
Perundang undangan Retribust diwajibkan untuk melak
Retribusi;
h. Petugss Pertanian adalah Petugas Dinas Petanian Kabupaten Tanjung
Jabung Timue;
Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi adaloh Serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh im Penyidik Pegawai Neges Sipil yang sefanjutnya
disebut Peayidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti ity membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi
serta menemukan tersanghka.

BAB1I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Pemotengan Ternak Diluar Rumah Poteng dipungut retribust
sebagai pungutan atas Pemotongan Temak diluar Rumah Potong.

Pasal 3
Obyek Retnbust adalah Semua pemotongan ternak diluar mumah potong untuk
diperdagangkan.

Pasal 4

Subyek retibusi adalah setiap orang atau badan hulum yang melakukan
pemotongan temalk diluar rumah potong.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribwins Pemotongan Temak diduar Rumah Potong digolongkan sebagai
setribus penzinan tertentu

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT JASA
Pasal 6

Tingkat penggunasn jasa Pemotengan Temak diluar Rumah Potong
didasarkan atas fenis termak.



BAB V

PRINSIF YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemotongan temak diluar
sumah poteng didusarkan pada tupsan untuk menutup sebagian atau sama

dengan biaya pe B retribus termak diluar
rumah potong.
BAB VI
DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Retribust dikenakan pada setiap ternak yang akan dipotong.
(2)  Kewajiban retribusi dimulai pada saat ternak yang akan dipotong.

Pasal 9
Besarnya retribusi potong ternak adalah :
a. Kerba Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per ekor
Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) por skor
Rp. 7.000,- (Tupuh ribu rupiah) per ekor
<..Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) per ekor

4. Kambing/ domba ...

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribust dipungut diwilavah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI
Pasal 11
(1) Pemungutan retribust tidak dapat diboronghan;
(2) Retnibusi dipungut dengan mengunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
atau Doloumen lain yang dipersamakan;
(3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pertanian atau Pegawai yang
ditunjul;
(4) Wagib retribusi yang telah melaksanakan kewajibannya diberikan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang di



1)

)

KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

Wagh retetbusi yang tidak melaksanakan kewafibannya schingga
merugikan kewangan Daeah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000;- (dua juta rupish)

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalsh Tindak
Tidana Pelanggaran.
BAB X
PENYIDIKAN
Pazal 13

Selain Panyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana dalam
peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan olch Penyidik Pegawai Negest
Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Tinar,
yang penpangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimakeud pada ayat (1) adalah:

. mencart, dan meneliti ket atan
laporan berkenaan dengan tindak pidana dlbidm! Retribusi Daerah
agar atau laporan lengkap dan jelas;

b, meneliti, mencari dan mengumpulkan kuumyn mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerab tersebut;

& meminta keterangan dan bahan bukdi dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

4. memenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

¢ melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukhi
pembukuan, pencatatan, dan  dokumen-dokumen lain, serta
melakkan penyitaan terhadap bahan bult tersebut;

i memunta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

menyuruh behent, melsreng seseoreng meninggalian rasngen atau

tempat pada saat p ik sedan, an

identitas orang dan atsu dokumen yang dibawa sv:ba(.;mnmnl

dimaksud pada huruf ¢;

memotret seceorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Dasrah;

memanggll orang  untuk didengar keterangannya dan diperiksa

sohagaimana tersangha atau salsi;

-




j  menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang Retribusi Dacarah menurut hukum yang dapat

dipertanggungjawablan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

s ¥ an paikan hasil peny kepada

Penuntut Umum, sesusi  dengan ketentusn yang distur dalam
Undang-undang Nemor 3 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

=

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum culup diatur dalam Peraturan Dacrah ini, sepanjang
mengen pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupai.
Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang dapat P 5
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur,

Diundangkan di

Muara Sabak
‘ada tanggal 0

04 s 2002
RIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Mewpkili

SEKRE

Asisten Hdministrasi

HAMSIL HIDAYAT
LEMRARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2002 NOMOR 24



